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ABSTRAK

ANALISIS SUSIDI PERIKANAN NON BBM TERHADAP KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DI KABUPATEN PIDIE JAYA

Sastri
Pascasarjana Universitas Terbuka
sastri.gayo@yahoo.com

Penelitian 1ni bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan efektifitas subsidi perikanan
non BBM berdasarkan aspek sumberdaya ikan, teknologi, sosial dan kelembagaan di
Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap dokumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam kurun waktu 2009 - 2013 dan
wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran
bernilai positif terhadap keberlangsungan sumberdaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya,
walaupun untuk kegiatan konservasi baru 5%. Status pengelolaan kebijakan sudah cukup baik
(sedang) dengan kategori subsidi hijau dan kuning, sedangkan pemberian subsidi bagi
responden secara umum dapat dimanfaatkan dan meningkatkan hasil produksi antara
150 — 300%.

Kata kunci : Aloicsi anggaran, efektivitas, perikanan.
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ABSTRACT

FISHERIES SUBSIDIES ANALYSIS OF NON FUEL MANAGEMENT
OF MARINLZ AND FISHERIES POLICY DISTRICT PIDIE JAYA

Sastri
Post Graduate Open University
sastri.gayo@yahoo.com

The objective of the present study was to analyze the budgetary trends and the
effectiveness of fisheries subsidies based onfish resources, technological, social and
institutional aspects in Pidie Jaya District. The literature and survey methods were utilized in
this study. The secondary data of Pidie Jaya's budget documents in the period of 2009 - 2013
and key person interviews with fishermen leaders were conducted to analysis the subsidy
trend and fishermen perception.The results showed that the realization is positive on the
sustainability of fish resources in Pidie Jaya’s district for conservation while has 5%, the
status of policy management is good enough (moderate) with green and yellow categories of
subsidies. While subsidies for respondents in general can be exploited and improve the
production yield between 150 - 300%.

Kzeyword: Budget allocation, effectiveness, fisheries.
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BAB 1V
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten yang terbentuk pada 15
Juni 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Pidie berdasarkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie
Jaya. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya berada pada posisi 04°06° - 04°47°
Lintang Utara dan 95°52” - 96°30° Bujur Timur. Dengan luas daerah 1.162.84 km?,
terbagi dalam 8 (delapaﬁ) kecamatan, 34 mukim, serta 222 desa. Kabupaten Pidie
Jaya berbatasan sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan
Kabupaten Pidie, sebelah Timur dengan Kabupaten Bireun, dan sebelah Barat
berbatasan Kabupaten Pidie (Gambar 2).

Kecamatan Jangka Buya merupakan wilayah terkecii yaitu 33,47 km?
(2,88%) dari total wilayah kabupaten dan Kecamatan Meurah Dua merupakan
kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 307,85 km? (26,47%), lebih jelas

luas wilayah per masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7.
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Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Tabel 7. Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya,

Provinsi Aceh

No Kecamatan Luas Wilayah (km) Persentase (%)

1 Bandar Dua 172,00 14,79

2 Jangka Buya 33,47 2,88

3 Ulim 64,67 5,56

4  Meurah Dua 307,85 26,47

5 Meureudu 143,96 12,38

6  Trienggadeng 119,94 10,31

7 Panteraja 52,39 451

8 Bandar Baru 268,56 23,1
Total 1162,84 100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
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Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 berjumlah
138.415 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah
67.584 jiwa (48,83%) dan perempuan 70.831 jiwa (51.17%), dengan demikian
rasio/perbandingan jenis kelamin hampir seimbang. Rata-rata kepadatan penduduk
di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 117 orang perkilometer persegi. Kecamatan
Jangka Buya merupakan kecamatan terpadat penduduknya sekitar 260 orang per
km?, disusul Kecamatan Ulim 206 orang per km>. Sebaliknya wilayah paling jarang
penduduknya adalah Kecamatan Meurah Dua yang hanya didiami oleh 33 orang
per km?.

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menghitung
indeks pembaﬁgunan manusia. Semakin banyak manusia sebagai subjek
pembangunan mengenyam jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan
memegang peranan penting bagi pergerakan roda pembangunan. Seringkali tingkat
pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan seseorang
dalam bidang tugasnya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki
maka semakin tinggi derajat sosialnya (Gaffar, 2001).

Komposisi jumlah penduduk menurut usia sekolah di Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2013 didominasi pada tingkatan sekolah dasar yaitu sebanyak 30.039
orang (34,54%) diikuti tingkat sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 28.676
orang (32,97%), sekolah lanjutan tingkat atas 23.199 orang (26,68%) dan untuk

jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya 5.054 orang (5,71%).
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Gambar 3. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

§

Gambar 4. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa Kecamatan Bandar Baru
mendominasi tingkat partisipasi sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama
dan sekolah menengah atas. Namun Kecamatan Meureudu mendominasi tingkat
perguruan tinggi baik D3, S1 maupun S2 artinya Kecamatan Meureudu tingkat

pendidikanya lebih baik daripada Kecamatan lain di Pidie Jaya.
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Partisipasi penduduk yang di lapangan kerja dipengaruhi oleh faktor
keterampilan, kondisi alam maupun situasi ekonomi di suatu daerah. Indonesia
sampai saat ini masih merupakan Negara Agraris yang sebahagian besar
penduduknya bekerja di sektor pertanian, meskipun dari tahun ke tahun
persentasenya semakin berkurang dan diserap oleh sektor-sektor lain seperti
perdagangan dan industri. Begitu pula Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan salah
satu bagian dari wilayah Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti daerah
lain (Badan Pusat Statistik, 2013).

Tahun 2013 persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Pidie Jaya
sebesar 62,55% atau sekitar 90.969 jiwa. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013
persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 66,09% atau sekitar
60.121 jiwa, untuk dapat melihat sejauh mana setiap iapangan usaha menyerap
tenaga kerja, maka lapangan usaha dapat dibagi atas sektor-sektor sebagai berikut:
(a) Sektor pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), (b) Industri
pengolahan, (¢) Perdagangan dan jasa (perdagangan besar, perdagangan eceran,
rumah makan/restoran dan hotel), (d) Jasa kemasyarakatan dan (e¢) Lainnya
(pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan,
pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah
dan Jasa Perusahaan).

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di
Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 paling banyak terserap dalam lapangan
usaha pertanian mencapai 51%, dilanjutkan dengan perdagangan dan jasa 18%,
jasa kemasyarakat 12%, industri pengolahan 9% dan lainnya 10%. Dengan

banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang terserap dalam sektor pertanian,
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menandakan bahwa potensi ekonomi yvang mendukung pendapatan Kabupaten Pidie

Jaya masth didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan.

2. Potensi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya
a. Perikanan Tangkap

Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya dikelompokkan atas dua kategori yaitu
nelayan tetap dan sambilan, total jumlah nelayan 2.303 orang yang terdiri dari
1.878 nelayan tetap dan 425 nelayan sambilan masing-masing tersebar dalam 7
kecamatan (Tabel 8).

Tabel 8. Sebaran Kategori Nelayan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie

Jaya pada Tahun 2013
Kategori Nelayan
No Kecamatan Nelayan Tetap Nelayan Sambilan Jumlah
(orang) (orang) (orang)
1 Bandar Baru 96 25 121
2 Panteraja 458 81 539
3 Trienggadeng 236 110 346
4  Meureudu 320 65 385
5 Meurah Dua 255 59 314
6 Ulim 198 36 234
7 Jangka Buya 315 49 364
Jumlah Total 1.878 425 2.303

Sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah nelayan paling banyak berada di Kecamatan Panteraja (23,40%)
diikuti Kecamatan Meureudu (16,72%) dan Kecamatan Trienggadeng (15,02%),
serta yang paling rendah di Kecamatan Bandar Baru (5,25%). Jumlah nelayan tetap
di Kecamatan Panteraja paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya mencapai
24,39% disusul Kecamatan Meureudu dan Jangka Buya masing-masing 17,04%

dan 16,77%. Jumlah nelayan sambilan paling banyak dijumpai di Kecamatan
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Trienggadeng (25,88%), Kecamatan Panteraja (19,06%) dan terendah di
Kecamatan Bandar Baru (5.88%).

Jumlah kapal penangkapan ikan tercatat 741 unit armada. yang
didominasi oleh kapal berkapasitas kecil (0 - 5 GT) sebanyak 370 unit (50%) dan
sampan mesin sebanyak 283 unit (38%) dari total armada penangkapan. Sebaran
jumlah kapal motor ukuran 0 - 5 GT terbanyak ditemukan di Kecamatan Meureudu
yaitu 129 unit (34,86%) dan Kecamatan Panteraja sebanyak 74 unit (20%),
sedangkan sebaran sampan mesin paling banyak dijumpai di Kecamatan Jangka
Buya sebanyak 90 (31,8%) unit dan Kecamatan Trienggadeng 61 unit (21,55%)
seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran Armada Penangkapan lkan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Pidie Jaya pada Tahun 2013

Ukuran kapal (unit/GT) Sampan Perahu

No Kecamatan <5 6-10  11-20 20-30 >30 Mes:m tanpa Jumlah
(unit) motor

(unit)

1 Bandar Baru 29 - - - - 27 - 56
5  Panteraja 74 27 18 - - 40 1 160
3 Trienggadeng 57 1 - - - 61 2 121
4 Mevreudu 129 - ! - 8 - 1 139
5 Meurah Dua 40 - - 4 3 40 - 87
¢ Ulim 35 9 - - - 25 2 71
7  Jangka Buya 6 7 - - - %0 2 105

Jumlah 370 44 19 4 11 283 10 741

Sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Sampai saat ini armada penangkapan yang berukuran 21 — 30 GT hanya
4 unit terdapat di Kecamatan Meureudu. Demikian juga ukuran 31 — 50 GT hanya
ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Meureudu delapan unit (72,73%) dan
Kecamatan Meurah Dua tiga unit (27,27%). Ditinjau dari penyebaran jenis armada

penangkapan, ukuran kapal 0 — 5 GT, sampan mesin dan perahu tanpa motor
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tersebar hampir semua kecamatan kecuali armada >11 GT hanya ada di beberapa
kecamatan.

Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan di
Kabupaten Pidie Jaya adalah pancing tonda 175 unit (22%), pancing rawai 150 unit
(19%) dan jaring insang (gi/l net) 149 unit (18%). Jenis alat tangkap tersebut paling
banyak ditemukan di Kecamatan Meureudu (Tabel 10). Hal ini berbanding lurus

dengan jumlah armada penangkapan yang lebih banyak di kecamatan tersebut.

Tabel 10. Jenis Alat Menangkap lkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya
pada Tahun 2013

Alat Tangkap (Unit)

No  Kecamatan  Purse Purse Tramel Gill Pancing Pancing Pancing Pukat

Saine  mini net net tonda rawai ulur pantai
1 Bandar Baru - - - 5 29 16 - -
2 Panteraja - 45 30 27 10 - 32 2
3  Trienggadeng - - 32 29 21 32 - 1
4  Meureudu 1! 1 10 - R0 - 47 1
5 Meurah Dua 6 1 32 23 35 15 30 -
6 Ulim - 9 25 25 - 35 - 4
7  Jangka Buya - 7 - 40 - 52 - 2
Jumlah 17 63 129 149 175 150 109 10
Jumlah total 802

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Penyebaran alat tangkap hampir merata di setiap kecamatan, kecuali alat
tangkap pursesaine hanya ada di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua. Jumlah
alat tangkap paling banyak ditemukan di Kecamatan Meureudu 150 unit (18,70%),
diikuti Kecamatan Panteraja 146 unit (18,20%) dan Kecamatan Meurah Dua 142
unit (17,71%). Kecamatan Bandar Baru merupakan kecamatan paling sedikit
memiliki alat tangkap yaitu 60 unit (6,23%), sesuai dengan jumlah armada yang

hanya 50 unit.
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Secara umum hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pidie Jaya
didominasi ikan teri, tongkol, cakalang, dencis, dan tuna. Total jumlah produksi
hasil tangkapan nelavan pada Tahun 2013 adalah 10.641 ton (Tabel 12) vang
didaratkan di Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
yang tersebar pada masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya, dimana
sebahagian besar didaratkan di Kecamatan Panteraja, Meureudu, Ulim dan Meurah
Dua (Tabel 11).

Tabel 11. Sebaran Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) dan tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

Lokasi
No  Kecamatan Nama PPI Nama TPI Keterangan
1 Meureudu PPI Mns. Balek TPI Mns. Balek Utama
2 Bandar Baru - TPI Lancang -
3 Panteraja PPI Kuala Panteraja  TP1 Kuala Panteraja =~ Pendamping
4  Trienggadeng TPI Kuala Pangwa
5 Ulim TP1 Tanjong Ulim
6 Jangka Buya TPI Pasi Aron
TPl Kuala Kiran
7 Meurah Dua TPI Mns. Jurong

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
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Tabel 12. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis lkan di Kabupaten Pidie

Jaya pada Tahun 2013
Volume Produksi (Ton)
No lJenis ikan BB Prj Tre Mrd  Mda  Ulm kb Jumlah
1 Teri - 1300 110 35 - 210 520 2.175
2 Dencis - 435 - 475 300 523 220 1.953
3 Tongkol 140 350 43 375 350 243 142 1.643
4  Peperek 10 20 16 - 10 39 23 118
5 Tuna 200 34 95 980 850 - - 2.159
6 Cakalang 75 - 53 850 450 - 10 1.438
7  Tenggiri 16 35 37 25 11 18 12 154
g Layur - 5 12 - - 7 8 32
9  Turisi 55 10 27 - - 28 12 132
10 Kuwe 70 17 16 27 29 24 20 203
11 Kembung 15 120 22 85 45 50 56 393
12 Lamadang 5 - 4 85 32 - - 126
13 Kakap - - - 75 42 - - 117
14  Udang - 14 4 - 20 - - 38
Jumlah 586 2340 439 3.0i2 2139 1.142 1.023  10.68]

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Pcrikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Keterangan: BB: Bandar Baru, Prj: Panteraja, Trg: Trienggadeng, Mrd: Meureudu,

Mda: Meurah Dua, Ulm; Ulim dan Jkb: Jangka Buya

Berdasarkan Tabel 12 terlihat jenis ikan yang banyak tertangkap selama

tahun 2013 di Kabupaten Pidie Jaya adalah ikan teri 2.175 ton (20,36%), ikan tuna

2.159 ton (20,21%), dencis 1.953 ton (18,28%), cakalang 1.838 ton (17,21%) dan

tongkol 1.643 ton (15,38%). Produksi hasil tangkapan paling banyak di Kecamatan

Meureudu sebesar 3.012 ton (28%), Kecamatan Panteraja 2.340 ton (22%) dan

Kecamatan Meurah Dua 2.139 ton (20%).
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b. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari
budidaya air payau dan air tawar, dari keduanva kegiatan budidaya air payau lebih
dominan dengan total luas lahan tambak Tahun 2013 mencapai 2.076,23 Ha (Tabel
13) yang tersebar dalam tujuh kecamatan. Sedangkan kegiatan budidaya air tawar
tersebar pada delapan kecamatan (Tabel 14). Namun demikian, Kabupaten Pidie
Jaya juga memiliki potensi perairan umum yang dapat dikembangkan untuk lahan

budidaya air tawar, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 13. Luas Areal Potensial Budidaya dan Pemanfaatannya di Kabupaten Pidie

Jaya pada Tahun 2013
No Jenis budidaya  Potensi  Areal produktif Lahan Pemanfaatan
(Ha) (Ha) telantar (Ha) (%)
1 Tambak 2.076,23 1.548.45 528,78 74,6
2 Kolam 49,82 35,54 14,28 71.35
3 Perairan umum 69,35 - 69.35 -
Jumlah 2.197,40 1.584.99 6124 -

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 14. Luas Lahan Budidaya Tambak dan Kolam Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

Luas lahan Air Payau (Ha)  Luas Lahan Air Tawar (Ha)

No  Kecamatan Prokduktif Non  Produktif ~ Non produktif
produktif

1 Jangka Buya 133 38,15 2,52 0,6

2 Ulim 229 80,8 4,21 2,13

3  Meurah Dua 78,1 4,25 5,77 2,99

4 Meureudu 104 13,9 2,23 1,37

5 Trienggadeng 198 44,56 1,75 1,37

6 Panteraja 69,55 22,81 4 1,2

7 Bandar Baru 737,8 324,31 5,34 2,68

8 Bandar Dua - - 9,72 1,94

Jumlah 1.549,45 528,78 35,54 14,28
Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2013
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Berdasarkan Tabel 14, tambak terluas di Kecamatan Bandar Baru
mencapai 51,11%, Kecamatan Ulim dan Trienggadeng terbesar kedua dan ketiga
masing-masing 14,91% dan 11.67%. Sedangkan budidaya air tawar tersebar di
seluruh kecamatan, kolam terluas di Kecamatan Bandar Dua mencapai 23,40%,
Kecamatan Meurah Dua (17,58%) dan Kecamatan Bandar Baru (16,10%) serta luas
wilayah terendah di Kecamatan Jangka Buya (5,26%).

Secara umum kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pidie Jaya
merupakan kegiatan sambilan saja, berbeda dengan budidaya air payau yang
merupakan mata pencaharian utama pembudidaya ikan. Total pembudidaya air
payau 2.158 orang dan pembudidaya air tawar 453 orang yang tersebar di delapan

Kecamatan (Tabel 15).

Tabel 15. Sebaran Jumlah Pembudidaya Jkan Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

Jumlah Pembudidaya ikan (orang)

No Kecamatan Payau Tawar

1 Bandar Baru 950 73

2 Panteraja 11 29

3 Trienggadeng 311 42

4 Meureudu 118 83

5 Meurah Dua 112 68

6 Ulim 361 60

7 Jangka Buya 195 8

8 Bandar Dua - 90
Jumlah 2.158 453

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
Kecamatan Bandar Baru merupakan kecamatan yang paling banyak
pembudidaya air payau mencapai 44,02%, hal ini didukung oleh luasnya lahan

yang tersedia di kecamatan ini. Jumlah pembudidaya air tawar terbanyak terdapat
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di Kecamatan Bandar Dua (19,87%). diikuti Kecamatan Meureudu dan Bandar
Baru masing-masing 18,32% dan 16.11%.

Jenis komoditi utama budidaya air payau terdiri dari udang windu
(Penaeus monodon), udang vaname (Penaeus vannamei) dan bandeng (Chanos
chanos). Jenis komoditi budidaya air tawar hanya ikan nila (Oreochromis niloticus)
dan lele dumbo (Clarias gariepinus). Khusus budidaya udang vaname di

Kabupaten Pidie Jaya baru berkembang selama tahun 2013 (Tabel 16).

Tabel 16. Jumlah Produksi Budidaya Berdasarkan Komoditas di Kabupaten Pidie

Jaya
. . Jumlah Persentase
No Jenis Tkan Nama Ilmiah (Kg) (%)
1 Udang windu Penaeus monodon 161.732 17,16
2 Udang Vaname Penaeus vannamei 57.833 6,14
3 Bandeng Chanos chanos 507.786 53,87
4 Kakap Lutjanus sp 80 0,01
5 Nila Oreochromis niloticus 140.238 14,88
6 Lele Clarias gariepinus 11.960 1,27
7  lkan Lainnya 62.930 6,68
Jumlah 942.609 160

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

¢. Pengolahan

Kegiatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pidie Jaya lebih
dominan pada pengolahan ikan teri dengan sentra utama unit pengolahan ikan
(UP]) yand tersebar di Kecamatan Panteraja, Trienggadeng, Meureudu dan Jangka
Buya (Tabel 17), terlihat bahwa sentra pengolaahan teri paling banyak di
Kecamatan Panteraja (60,61%), Kecamatan Panteraja (31,82%) dan Kecamatan

Trienggadeng (7,56%). Sedangkan jenis usaha bandeng tanpa duri hanya ada di
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Kecamatan Trienggadeng serta pengolahan kerupuk ikan berada di Kecamatan

Meureudu.

Tabel 17. Jumlah Unit Pengolah lkan (UPI) Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten
Pidie Jaya pada Tahun 2013

Jenis Usaha

No Kecamatan Pengolahan Bandeng tanpa Kerupuk ikan
teri (unit) duri (orang) (orang)
1  Panteraja 40 - -
2 Trienggadeng 5 10 -
3 Meureudu - - 10
4  Jangka Buya 21 - -
Jumlah 66 10 10

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah pengolah ikan paling banyak tersebar di Kecamatan Panteraja
(46,24%) dan paling rendah di Kecamatan Meureudu (5,78%) dapat dilihat pada
Tabel 18. Sedangkan tenaga kerja pemasaran tersebar dalam deiapan kecamatan,
sebaran paling banyak di Kecamatan Meureudu (26%), Kecamatan Panteraja
(24%), Kecamatan Bandar Baru dan Trienggadeng masing-masing 15% serta yang
terendali di Kecamatan Bandar Dua hanya 4% (Tabel 19). Hasil produksi
pengolahan ikan di Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh pengolahan teri
mencapai 69,96% , pengasinan ikan 15,02%, pengolahan kerupuk ikan (8,14%) dan

pengolahan bandeng tanpa duri (6,88%) seperti pada Tabel 20.
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Tabel 18. Jumlah Pengolah Ikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

pada Tahun 2013
N K Jumlah tenaga kerja Persentase tenaga

0 ecamatan (orang) kerja (%)

1 Panteraja 80 46,24

2 Trienggadeng 20 11,56

3 Meureudu 10 5,78

4  Jangka Buya 63 36.42

Jumlah 173 100

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 19. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

pada Tahun 2013
Jumlah Tenaga Sebaran Tenaga

No Kecamatan Kerja (oran gg) Kerja (%) &

1 Bandar Baru 80 15

2 Panteraja 122 24

3 Trienggadeng 77 15

4 Meureudu 135 26

5 Meurah Dua 28 5

6 Ulim 26 5

7 Jangka Buya 34 7

8 Bandar Dua 19 4

Jumlah 519 100

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 20. Jumlah Produksi Hasil Pengolahan lkan di Kabupaten Pidie Jaya pada

Tahun 2013

No Jenis Usaha Jumlah (Kg)
1 Pengolahan Teri 1.676,54
2 Pengolahan Bandeng Tanpa duri 165
3 Pengolahan Kerupuk ikan 195
4 Pengasinan ikan 360

Jumlah 2.396,54
Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
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B. Pembahasan

1. Keragaan Subsidi

Pidie Jaya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, namun
tidak terlalu signitikan. Tahun 2009 total anggaran
Rp.5.987.578.694,- meningkat menjadi Rp. 7.084.277.554.- pada tahun 2010,
namun pada tahun 2011 dan 2012 alokasi anggaran menurun serta meningkat
kembali pada tahun 2013 (Tabel 21). Peningkatan dan penurunan alokasi anggaran
ditentukan berdasarkan usulan kegiatan yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya dan legislatif, target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) serta
bantuan dana hibah dan sosial baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.
Alokasi anggaran yang digunakan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari
anggaran belanja tidak langsung dan langsung. Alokasi belanja tidak langsung
diberikan untuk gaji pegawai, tunjangan prestasi kerja (TPK) pegawai, biaya
konsumsi, pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana
aparatur serta belanja kebutuhan kantor lainnya. Alokasi anggaran belanja langsung
selanjutnya dibagi sesuai proporsi masing-masing bidang vang ada di Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya yaitu: 1) bidang perikanan budidaya,
2) bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pesisir pantai, 3) bidang pengawasan,
pengendalian mutu dan sumberdaya kelautan dan perikanan serta 4) bidang
pengembangan usaha dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (Tabel 21).
Secara umum proporsi subsidi perikanan sebagian besar diberikan untuk bidang
perikanan budidaya, alokasi anggaran tertinggi tahun 2010 mencapai 69,50%,

bidang tangkap alokasi tertinggi mencapai 33,48% pada Tahun 2012 (Tabel 22).
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Gambar 5. Total Alokasi Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2009 — 2013
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Tabel 21. Total Penerimaan dan Belanja di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 - 2013

Total Penerimaan 2010 Ta;u(x)l; : 5012 L
Belanja tidak langsung 1.070.633.088 1.182.804.604 1.254.193.251 1.726.373.654  1.867.584.536
Belanja langsung 4.916.945.606 5.901.472.950 4.198.288.618 5.171.165.150  6.500.817.503
Total Belanja Daerah 5.987.578.694 7.084.277.554 5.452.481.869 6.897.538.804  8.368.402.039

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya
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Tabel 22. Total Alokasi Anggaran Belanja Langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 - 2013

Tahun Anggaran
Bidang 2009 2011 2013
Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%)
Budidaya 4.052.545.807 82,42  4.101.383.256 69,50 1.928.613.727 45,94 2.397.339.692 46,36  3.146.839.165 48,41
Tangkap 279.558.000 5,69 1.154.186.364 19,56  1.275.100.000 30,37  1.731.352.100 33,48  1.649.726.000 25,38
Pengawasan 10.000.000 0,20 22.000.000 0,43 12.550.000 0,24 247.596.547 3,81
Pengolahan - 220.000.000 5,24 185.350.650 3,58 680.090.000 10,46
Jumlah 4.342.103.807 88,31 5.255.569.620 89,06  3.445.713.727 81,98 4.326.592.442 83,67 5.724.251.712 88,05

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya
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2. Bidang perikanan tangkap dan konservasi

Secara umum alokasi anggaran untuk perikanan tangkap lebih rendah
dibandingkan dengan perikanan budidaya (Gambar 6). Setiap tahun alokasi
anggaran perikanan tangkap mengalami peningkatan, kecuali tahun 2013
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 total alokasi
anggaran perikanan tangkap hanya 5,69% dari total belanja langsung dan
meningkat drastis tahun 2010 mencapai 412,86% dari tahun sebelumnya atau
19,56% dari total anggaran, tahun 2011 dan 2012 meningkat lagi masing-masing

30,37% dan 33,48%. Pada tahun 2013 sedikit menurun menjadi 25,38% (Tabel

22).
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Gambar 6. Alokasi Anggaran Bidang Perikanan TangkapTahun 2009 - 2013
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Tabel 23. Alokasi Anggaran Bidang Perikanan Tangkap sesuai jenis bantuan Tahun 2009 — 2013
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Tahun Anggaran (Rp)
Jenis Bantuan 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%)  Jumlabh (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%)  Jumlah (Rp) (%)
Pengadaan alat tangkap 11.600.000 4,81 - - 30.000.000 2,97  309.125.000 19,4 631.281.000 43.27
Pengadaan /  perbaikan
TPI/PPI dan infrastruktur - 586.299.364 45,08 884.329.000 87,47  685.709.100 43 347.500.000  23.82
lainnya
Perencanaan dan konsultasi 3 i
pengawasan 50.000.000 20,74  50.500.000 3,85 75.000.000 7,42 103.161.000 6,47  98.845.000 6,78
Pengadaan armada tangkap - - - - - 150.000.000 9,41  10.000.000 0,69
Rehab/pembangunan/ ; 5 5
program pengembangan 85.482.000 3546  294237.000 22,62 21.711.000 2,15 49.800.000 3,12 266.800.000 18.29
Pengadaan mesin perikanan - - - - - 296.657.000 18,6  104.500.000 7,16
Pengadaan alat pendingin i 220.000.000 i i i i i i i
ikan R
Pengadaan rumpon tuasan 94.000.000 38,99  150.000.000 11,53 - - - - - -
Jumlah 241.082.000 100 1.150.586.364 100 101 10'840'0 100 1.594.452.100 100 1.458.926.000 100
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Selama kurun waktu 2009 — 2013 sebagian besar alokasi anggaran
bidang perikanan tangkap lebih diprioritaskan pada kegiatan
pengadaan/perbaikan/pengembangan infrastruktur PPI1 dan TPI, misalnya tahun
2013 alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 43,27%. Pengadaan alat
tangkap dan kegiatan rehab/pembangunan/program pengembangan merupakan
kegiatan terbesar kedua dan ketiga yang menyerap alokasi bidang perikanan
tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya masing-masing
mencapai 87,47% tahun 2011 dan 35,46% tahun 2010 (Tabel 24).

Jenis alat tangkap yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pidie Jaya kepada nelayan terdiri dari pukat pantai, jaring insang, jaring
udang, pancing tonda, purse saine mini, pancing ulur dan pancing rawai.
Persentase anggaran untuk pemberian alat tangkap terbanyak tahun 2013
mencapai 43,27%, sedangkan terendah pada tahun 2011 yaitu 2,97%.

Secara umum terlihat bahwa alat tangkap yang diberikan kepada nelayan
di Kabupaten Pidie Jaya termasuk kategori ramah lingkungan karena memiliki
selektifitas dalam menangkap ikan dengan ukuran yang kurang lebih sama, tidak
merusak habitat ikan dan organisme lainnya, tidak membahayakan nelayan dalam
menangkap ikan dan konsumen yang mengkonsumsi ikan serta diterima secara
sosial menguntungkan secara ekonomi dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Hukum Adat Laot.

Menurut Wiyono (2005) bahwa penggunaan teknologi penangkapan
ramah lingkungan dapat inemanfaatkan sumberdaya perikanan secara
keberlanjutkan karena tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti

merusak dasar perairan, dampak terhadap bio-diversity dan target komposisi hasil
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tangkapan serta ikan tangkapan non target yang kurang termanfaatkan. Latuconsina
(2010) menambahkan pengoperasian alat tangkap harus menjawab tiga dampak
yaitu terhadap lingkungan, kelimpahan sumberdaya dan target sumberdaya ikan.

Menurut petunjuk teknis Dirjen Perikanan Tangkap (2005) indikator
penangkapan ikan ramah lingkungan adalah: tidak menangkap di daerah kawasan
terlarang seperti kawasan konservasi, tidak menangkap spesies yang dilindungi,
mempertahankan keanekaragaman hayati, tidak merusak lingkungan fisik perairan,
tangkapan berkualitas tinggi dan hasil tangkapan sampingan rendah.

Berdasarkan jenis subsidi terlihat bahwa penambahan armada tangkap
lebih difokuskan pada berukuran kecil, sehingga kawasan penangkapannya hanya
di daerah pesisir. Hal ini disecbabkan oleh alokasi anggaran yang disetujui
pemerintah sangat terbatas dan dikhawatirkan dapat menimbulkan over fishing di
wilayah pesisir, oleh karena itu pemberian kapal kapasitas kecil kecil perlu dibatasi
dan dialokasikan kapal yang berukuran besar. Sehingga dapat menjangkau fishing
ground yang lebih jauh dan tidak tertumpuk di kawasan pesisir.

Laka (2003) mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting
dalam upaya pengembangan sektor perikanan, salah satunya menyediakan berbagai
fasilitas penunjang yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan usaha
perikanan seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi, mendaratkan hasil
tangkapan, dan menjamin pemasaran, schingga poses produksi sampai
pemasarannya berjalan lancar. Menurut Muchlisin et al. (2012,b)  bahwa
pengadaan kapal besar yang dapat menjangkau kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) mungkin dapat mengatasi masalah penangkapan di daerah pesisir.
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Sejauh ini untuk program konservasi hanya dialokasikan +5% dari total
anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran
2010 berupa pembangunan hatchery konservasi penyu di Balai Benih Multy Species
Fish (BBMSF) Trienggadeng, walaupun masih rendah setidaknya merupakan suatu
hal positif dalam kegiatan konservasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap
sampal Tahun 2013 memang belum dialokasikan kembali anggaran untuk kegiatan
konservasi, alokasi anggaran lebih difokuskan untuk program kegiatan
pengembangan/pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu
pengetahuan pentingnya peranan konservasi kawasan masih kurang dipahami,
bahkan seperti konservasi kawasan mangrove terdapat beberapa instansi terkait
yang mengklaim kawasan tersebut sehingga dalam penyusunan anggaran terjadi
tarik ulur antar instansi.

Kegiatan konservasi di Kabupaten Pidie Jaya sampai saat ini beium
efektif, seperti bangunan hatchery konservasi penyu belum dimanfaatkan secara
optimal. Sebelumnya terdapat dua ckor penyu yang diserahkan masyarakat, namun
kini telah dilepas lagi ke habitatnya dan kondisi hatchery tersebut terbengkalai. Hal
ini mungkin disebabkan oleh sistem perencanaan dan pelaksanaannya belum
melibatkan stakeholder lainnya. Selain itu kendala utama dalam pengembangan
konservasi penyu di Kabupaten Pidie Jaya adalah keterbatasan sumberdaya
manusia yang profesional, sehingga diharapkan untuk pergembangan konservasi di
masa yang akan datang perlu peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan

cara mengikuti pelatihan dan studi banding ke daerah lain.
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Menurut Bengen (2002) bahwa upaya konservasi dapat melindungi
berbagai ancaman degradasi yang ditimbulkan akibat aktivitas pemanfaatan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Winata dan Yuliana (2010) menambahkan
kegiatan konservasi harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah,
masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.
Ujung tombak penerapan konservasi adalah masyarakat pesisir yang langsung
berhubungan dengan pengelolaan laut (Nikijuluw, 2002).

Menurut Pontoh (2011) ada lima komponen utama dalam penerapan
konservasi yaitu: 1) peningkatan kesadaran masyarakat, 2). pengelolaan berbasis
kemasyarakatan, 3) penguatan kelembagaan, 4) penelitian, monitoring dan evaluasi
serta 5) penegakan hukum. Oleh karcna itu ke depan penyusunan rencana dan
pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya harus
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya daiam menentukan
kebijakan alokasi anggaran bidang perikanan tangkap di masa yang akan datang
dalam hal bantuan pengadaan armada tangkap harus mengutamakan perbaikan
kapal yang rusak dan diberikan kepada kelompok nelayan yang memiliki komitmen
pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Namun apabila dalam mengalokasikan anggaran kedepan dipandang
perlu pengadaan kapal berukuran besar (>30GT), maka harus dijalankan secara
hati-hati dan terbatas serta mengawasi kegiatan penangkapan tersebut dengan
mempertimbangkan kondisi stok sumberdaya ikan. Karena dengan adanya
peningkatan upaya penangkapan maka jumlah hasil tangkapan akan mengalami

peningkatan sampai pada kondisi optimal. Jika upaya penangkapan telah melebihi
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kondisi optimal pemanfaatan, maka hasil tangkapan akan semakin menurun, karena
semakin berkurangnya ketersediaan stok sumber daya ikan itu sendiri (Handoko
dan Patriadi, 2005).

Pemantaatan kondisi optimal penangkapan lestari tejadi apabila hasil
tangkapan tidak melebihi Maximum Sustainable Yield (MSY), Zainuddin (2009)
mengatakan bahwa nilai MSY untuk ikan pelagis besar mencapai 203 ton/tahun dan
734 ton/tahun untuk ikan pelagis kecil. Produksi penangkapan optimal merupakan
hasil pemanfaatan tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya berdasarkan
sejumlah effort yang digunakan (Hulaifi, 2011).

Sari er al. (2012) mengatakan bahwa inti pemberian subsidi perikanan
berhubungan dengan distribusi pendapatan dan keberlanjutan sumber daya dan
usaha perikanan, sehingga diharapkan subsidi perikanan dapat berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan sektor perikanan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Handoko dan Patriadi (2005) menambahkan efek positif subsidi
kebijakan pemberian subsidi dikaitkan pada barang dan jasa yang memiliki dampak
positif dengan tujuan menambah output dan lebih banyak sumberdaya yang
dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Efek negatif subsidi terdiri dari: a) subsidi
menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, konsumen membayar barang
dan jasa lebih rendah daripada harga pasar sehingga kecenderungan konsumen
tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi.

Dengan kata lain akibat harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya
kesempatan (opportunity cosf) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan
sumberdaya untuk memproduksi barang yang disubsidi, b) subsidi menyebabkan

distorsi harga seperti: subsidi besar yang digunakan untuk program populis
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cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian, subsidi menciptakan
suatu inefisiensi dan subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.

Secara umum saat ini alokasi anggaran di Kabupaten Pidie Jaya belum
mengarah pada green investment, namun dinilai sudah positif menuju
pembangunan perikanan berkelanjutan dengan adanya dialokasikan anggaran untuk
kegiatan konservasi walaupun masih sedikit. Dengan demikian diharapkan
program pengembangan konservasi dapat ditingkatkan, didukung dan dilanjutkan
karena subsidi di bidang ini dapat memberikan dampak yang baik dan positif dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Secara umum anggaran subsidi untuk bidang perikanan budidaya dinilai
belum konsisten karena besaran anggaran belum menunjukkan tren yang jelas,
namun demikian puncak subsidi tertinggi pada tahun 2009 mencapai 82,42% dari
total belanja langsung, namun tahun 2010 menurun menjadi 69,49% dan tahun
2011 menurun lagi hingga tinggal 45,94% (Tabel 24), anggaran tersebut digunakan
pada kegiatan budidaya air tawar dan payau.

Tabel 24. Jumlah Anggaran Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2009 — 2013

Tahun Jumlah Anggaran (Rp) Proporsi (%)
2009 4.052.545.807 82,42
2010 4.101.383.256 69,50
2011 1.928.613.727 45,94
2012 2.397.339.692 46,36
2013 3.146.839.165 48,41

Alokasi subsidi anggaran untuk budidaya air payau di Kabupaten Pidie
Jaya lebih besar dibandingkan dengan air tawar, alokasi budidaya air payau setiap

tahun mengalami peningkatan mencapai 86,87% Tahun 2011. Namun sebaliknya
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alokasi subsidi budidaya air tawar cenderung menurun hingga 7,92% pada tahun
yang samz karena alokasi anggaran pada tahun tersebut lebih banyak digunakan
untuk pembangunan infrastruktur Balai Benih Multy Species Fish (BBMSF)

Trienggadeng (Tabel 25).
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Tabel 25. Perbandingan Proporsi Anggaran Menurut Jenis Budidaya Tahun Anggaran 2009 — 2013

Tahun Anggaran
Jenis Budidaya _] 12}?09 J ]2}(1)10 _] 12}?“ J 12}?12 J 121013
umla o umla o umla o umla 0 umlah 0
Anggaran (Rp) (%0) Anggaran (Rp) (%) Anggaran (Rp) (%) Anggaran (Rp) (%) Anggaran (Rp) (%)
Budidaya air tawar  1.506.928.864 37,18 1.052.598.000 25,66 152.755.035 7,92  238.548.692 9,95  503.448.692 16,00

Budidaya air payau  1.902.024.800 46,93 3.046.154364 7427 1.675.361.147 86,87 2.070.591.000 86,37 2.467.540.473 7841

Jumlah 3.408.953.664 84,12 4.098.752364 99,94 1.828.116.182 94,79 2.309.139.692 96,32 2.970.989.165 9441
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Jenis Bantuan

Tahun Anggaran (Rp)

2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah (Rp) (%) Jumlah(Rp) (%)  Jumlah (Rp) (%)  Jumlah (Rp) (%) Jumlah (Rp) (%)

Bantuan agroinput 40.000.000 1,17 68.918.000 1,68  169.023.727 9,25  572.101.692 24,78 1.171.300.000 39.42
Bahan obat-Obatan 3.200.000 0,09 3.000.000 0,07 4.000.000 0,22 10.000.000 0,43 69.200.000 2,33
perikanan
Belanja bahan kimia 7.000.000 0,21 30.000.000 0,73 20.0C0.000 1,09 53.000.000 2,30 132.838.431 4,47
Alat kerja perikanan/mesin - - 500.000 0,01 119.500.000 6,54 - 0,00 749.810.000 25,24
Rehab / bangun/program 382.500.000 11,22 1.224.314.00 29,87 1.361.017.000 74,45 1.510.979.000 65,43  66.051.279 2,22
pengembangan
Pengembangan 2.539.308.664 74,49 2.045.682.364 4991  50.000.000 2,74 9.300.000 0,40  662.588.000 22.30
insfratruktur
Unit Pembenihan Rakyat - - 100.000.000 2,44 - - - - - -
(UPR)
Fasilitas Pendukung 286.730.000 841 459.000.000 11,20  24.575.455 1,34 30.000.000 1,30 38.900.000 1,31
Perencanaan dan konsultasi  150.215.000 4,41 167.338.000 4,08 80.000.000 438  123.759.000 536 80.301.455 2,70
pengawasan

Jumlah 3.408.953.664 100 4.098.752.364 100 1.828.116.182 100 2.309.139.692 100 2970.989.165 100
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Berdasarkan Tabel 26 diketahui bahwa alokasi anggaran bidang
perikanan budidaya lebih banyak diarahkan untuk pengembangan infrastuktur,
terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih lkan (BBI) Cubo
dan Balai Benih Multy Species Fish (BBMSF) Trienggadeng. Jenis kegiatan kedua
terbesar adalah kegiatan rehabilitasi/pembangunan/pengembangan  perbaikan
saluran, jembatan dan jalan produksi perikanan. Bantuan terbesar ketiga adalah
pemberian agroinput baik budidaya air payau maupun air tawar yang puncaknya
terjadi Tahun 2013 (39,42%).

Pengalokasian anggaran yang cukup besar pada bidang perikanan
budidaya merupakan suatu indikasi yang baik dalam mengembangkan kegiatan
perikanan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan cara menerapkan sistem budidaya yang
ramah lingkungan dan menggunakan teknologi terapan terkini. Minggawati dan
Saptono (2012) mengatakan bahwa sektor perikanan budidaya merupakan salah
satu usaha mendayagunakan sumberdaya aquatik secara optimal dan terus menerus,
sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani ikan itu
sendiri maupun masyarakat secara luas. Budidaya perikanan merupakan salah satu
upaya meningkatkan hasil produksi perikanan (Purnamawati, 2002).

4. Bidang Pengawasan, pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan

Alokasi anggaran bidang pengawasan sangat fluktuatif, tahun 2009 hanya
0,20%, alokasi anggaran tahun 2010 tidak dianggarkan dan tahun 2011 kembali
dialokasikan 0,43% dari total anggaran dan meningkat hingga 3,81% Tahun 2013

(Gambar 7). Secara umum kegiatan di bidang pengawasan diperuntukan untuk
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biaya operasional patroli kapal untuk mengurangi tingkat pelanggaran hukum di

bidang kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pidie Jaya.
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Gambar 7. Alokasi Anggaran Bidang PengawasanTahun 2009 - 2013

Pengalokasian anggaran pada bidang pengawasan di Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya lebih fokus pada kegiatan patroli pantai gabungan yang
dilakukan antara pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk meminimalkan
kegiatan ilegal fishing. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk kegiatar patroli
mencapai 62% dari jumiah anggaran bidang pengawasan, namun tahun 2010 tidak
ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dikarenakan biaya yang dialokasikan
lebih banyak diserap untuk bidang budidaya terutama pembangunan infrastruktur
dan tahun 2011 — 2013 kembali dialokasikan anggaran masing-masing 55,45%,
68,13% dan 3,68% dari total anggaran untuk bidang pengawasan.

Sampai saat ini, Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki kapal patroh
untuk mengawasi kegiatan penangkapan (personal komunikasi dengan Kepala
Bidang Pengawasan). Selama ini kegiatan pengawasan dilakukan dengan menyewa
kapal dari Airut Pidie, sehingga untuk melakukan kegiatan pengawasan agak
terbatas. Selain itu salah satu cara meningkatkan pengawasan perairan adalah

dengan menjalin kerjasama dengan TNI Polisi Air/Airut dan kelompok masyarakat
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pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga wilayah teritorial perairan dari kegiatan
yang melanggar peraturan. Yuliana dan Winata (2012) mengatakan pengawasan
masyarakat pesisir secara langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan
sangat diperlukan karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan laut
dan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat ini dinilai efektif mengurangi ilegal
fishing.

Kegiatan patroli dilakukan selama tiga kali dalam setahun, dengan tiga
wilayah rute lokasi patroli yaitu: a). wilayah barat: Kecamatan Bandar Baru —
Kecamatan Panteraja, b). wilayah tengah: Kecamatan Trienggadeng — Kecamatan
Meureudu, dan c¢). wilayah timur: Kecamatan Jangka Buya — Kecamatan Ulim.
Tugas utama patroli adalah penertiban surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dan
rekomendasi dari Dinas Kelautan Kabupaten Pidie Jaya, pengawasan penggunaan
alat tangkap dan kondisi armada penangkapan.

Kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan
pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan, maka
kapal patroli akan melakukan inspeksi laut (sea inspection) terhadap kapal
perikanan tersebut untuk memperoleh barang bukti pelanggaran. Namun sampai
saat ini kegiatan pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada himbauan
kepada nelayan dan armada yang melanggar peraturan, sedangkan untuk
menangkap pelanggar dilakukan oleh TNI atau Polisi Air. Aksi penegakan hukum
(law enforcement) perlu dilakukan terhadap kapal perikanan yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pengelolaan sumberdaya

perikanan (Sianipar, 2011).
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Selain keterbatasan kapal patroli, di Kabupaten Pidie Jaya juga belum
ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi bidang perikanan dan
kelautan sebagai penerima pengaduan adanya tindak pelanggaran. Ketaren et al.
(2013) mengatakan tugas dan wewenang PPNS adalah: melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing,
menpunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya dan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS
tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Basri (2012)
menambahkan tugas dan wewenang PPNS antara lain: pelaksana kuasa penuntut
umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan, putusan acara cepat kepada
terpidana dan menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat
mengajukan perlawanan serta mengawasi, mengkordinasi dan memberi petunjuk.

Alokasi anggaran yang terbatas hanya dapat melakukan tiga kali kegiatan
patroli pengawasan selama setahun, hal ini masih kurang efektif mengingat luas
pengelolaan laut di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 210,84 km® schingga perlu
peningkatan pengawasan pengelolaan laut melalul peningkatan dan peran serta
kelembagaan antara lembaga adat panglima laot, panglima lhok dan kelompok
pengawas masyarakat (Pokmaswas). Mengingat penertiban perijinan merupakan
bagian pengelolaan yang berperan dalam pengendalian sehingga persyaratan
perijinan harus mencakup komponen pengelolaan perikanan lainnya seperti
pengawasan terhadap bahaya menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan

yang menjadi tanggung jawab aparat di luar unit perijinan.
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5. Bidang Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)

Alokasi anggaran untuk bidang pengolahan dimulai tahun 2011, pada
tahun sebelumnya kegiatan bidang pengolahan digabungkan dalam alokasi
anggaran bidang tangkap, pada tahun 2011 alokasi anggaran untuk bidang P2HP
mencapai 220 juta, tahun 2011 menurun dan tahun 2013 meningkat hingga 300%

(Gambar 8).
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Gambar 8. Alokasi Anggaran Bidang Pengolahan Tahun 2009 — 2013

Alokasi anggaran untuk bidang pengolahan umumnya digunakan untuk
penyediaan alat pengolahan (Tabel 28) dengan jenis komoditas hasil olahan terdiri
dari pengolahan ikan teri asin/rebus dan pembuatan ikan asin. Kegiatan pengolahan
di Kabupaten Pidie Jaya masih dilakukan secara sederhana yang ditandai dengan
kegiatan produksi pengolahan tergantung pada musim, yang berpengaruh terhadap
ketersediaan bahan baku yang sangat terbatas tergantung pada hasil tangkapan
nelayan sehingga menyebabkan produksi yang dihasilkan rendah.

Pengolahan merupakan salah satu rantai penting dalam industri
perikanan, dengan tujuan mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama

mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan kerusakan ikan yang
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disebabkan oleh mikroorganisme agar ikan dapat sampai ke konsumen dalam
keadaan baik (Afrianto dan Liviawaty, 1998). Salah satu ciri khas yang menonjol
dari sistem pengolahan sederhana adalah jenis dan bahan baku serta bahan
pembantu yang sangat bervariasi, kondisi lingkungan yang sulit dikontrol, dan

bergantung pada faktor alam (Heruwati, 2002).
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Tabel 27. Alokasi Anggaran Bidang Pengolahan Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 - 2013
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Tahun Anggaran
2009 2010 2011 2012 2013
N is Kegi
© Jenis Kegiatan Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah(Rp) (%) Jumlah (%) Jumlah (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pengadaan para-para untuk - - - - 26.595.650 30,73  99.840.000 25,6
jemuran ikan
Pengadaan cool box - - - - 150.300.300 100 39.955.000 46,16 131.200.000 33,63
3 Pengadaan ice storage - - - - - - 59.200.000 15,18
Pengadaan alat/bahan untuk - - - - 20.000.000 23,11  99.830.000 25.59
pengolahan ikan
Jumlah 150.300.300 100  86.550.650 100 390.070.000 100
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Oktaviano (1998) menambahkan bahwa pengolahan tradisional memiliki
empat karakteristik yaitu: a) umumnya bersifat usaha rumah tangga nelayan kecil
atau bukan nelayan yang berada di sekitar perairan atau sepanjang pantai dan
biasaanya tergantung musim, b) skala usahanya sangat kecil hanya untuk
memenuhi kebutuhan keluarga dan keahlian pengolah biasanya didapatkan secara
turun temurun, c) teknik pengolahan sangat sederhana dan cenderung sulit
berkembang menggunakan teknologi modern dan d) umumnya orientasi pasar
lokal, produknya spesifik, volume produksi kecil, tidak mampu menghadapi
persaingan sehat, kualitas produk rendah serta lemah dalam keterampilan
manajemen dan motivasi kewirausahaan.

Pengembangan usaha pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilakukan
dengan peningkatan sarana dan prasarana, kebijakan, dan tenaga kerja. Adanya
sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas produksi olahan,
demikian juga kebijakan dan tenaga kerja, ketika kebijakan memihak terhadap
keberlangsungan industri rumah tangga maka minat tenaga kerja akan semakin
meningkat dan tenaga kerja akan semakin menekuni usaha terscbut. Kebijakan
pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk pengembangan pengolahan ikan, baru
tereasilasi pada tahun 2013 dengan membangun sentral pengolahan ikan teri di

Kecamatan Jangka Buya,

Kendala utama pengolahan industri rumah tangga di Pidie Jaya kurang
berkembang antara lain: 1) kelemahan sumberdaya manusia ditandai dari
rendahnya tingkat pendidikan pengolah yang rata-rata SMA, 2) peralatan yang
digunakan sangat sederhana dan terbatas sehingga untuk kesulitan melakukan

produksi dalam jumlah banyak, 3) kekurangan modal untuk mendapatkan bahan
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baku yang lebih banyak terutama jika tidak musim ikan. dan 4) metode pemasaran
terbatas  lokal saja dan sebahagian dikirim ke Kabupaten terdekat seperti
Kabupaten Bireuen, Pidie dan Banda Aceh. Untuk mengatasi kendala dalam bidang
pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya perlu diberikan pendidikan dan pelatihan
dalam mengolah ikan, penerapan teknologi pengolahan modern serta melakukan

studi banding ke daerah lain yang lebih baik sistem pengolahannya.

6. Status dan Arah Kebijakan Pengelolaan Subsidi Perikanan di Kabupaten
Pidie Jaya

Dalam pemberian subsidi perikanan kualitas pengelolaan perikanan kondisi
stok ikan terdiri dari tiga kategori yaitu under exploited, full exploited dan over
exploited Kondisi stok ikan under exploited terdin dari tiga kualitas manajemen
vaitu: kualitas manajemen baik, buruk dan sedang. Kualitas pengelolaan perikanan

kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target pembangunan perikanan

baik kualitas pengelolaan perikanannya, maka akan semakin rasional pemberian
subsidi perikanan. Sebaliknya semakin buruk kualitas pengelolaan perikanannya,
maka akan semakin hati-hati penerapan program subsidi bagi kawasan atau jenis
perikanan yang menjadi target penerapan subsidi perikanan.

Berdasarkan hasil analisis subsidi perikanan dengan menggunakan
pembobotan (scoring) penilaian pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya
masuk dalam kategori sedang (1.10C point). Hal ini berarti bahwa kebijakan
pengelolaan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup baik
dengan kualitas manajemen pengelolaan perikanan sedang yakni kondisi stok ikan

under exploited seperti terlihat (Tabel 28) dan status pengelolaan terlihat pada
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Tabel 29. Namun dalam melaksanakan program pengelolaan perikanan harus
disertai kehati-hatian dengan pengendalian ketat agar penangkapan ikan tidak
berkembang melebihi daya dukung sumberdaya ikan. Salah satunya dengan
meningkatkan kesepakatan antara eksekutif, legislatit dan masyarakat nelayan
dalam menentukan rencana strategis mendatang berupa usulan program terutama
penguatan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan menuju perikanan hijau di
Kabupaten Pidie Jaya.

Mengacu pada WWF Indonesia (2013) tentang pedoman identifikasi
pembiayaan subsidi perikanan (Tabel 29), alokasi anggaran subsidi perikanan
tangkap pada tahun 2009 mencapai 75% alokasi perikanan hijau, tahun 2010
meningkat hingga 80%, tahun 2011 menurun kembali menjadi 75%, sedangkan
tahun 2012 dan 2013 kembali menurun masing-masing hingga 50%.

Peningkatan dan penurunan alokasi perikanan hijau dari tahun 2009 — 2013
ditentukan berdasarkan trend pembiayaan perikanan tangkap yang mengarah pada
kegiatan eksploitasi berlebih, seperti pengadaan alat tangkap, pembelian armada
tangkap dan pengadaan mesin perikanan. Sehingga dikhawatirkan akan

berpengaruh pada keberadaan stok sumberdaya ikan di perairan.
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Tabel 28 Hasil Matriks Kriteria dan Skor Komponen Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya
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Skor Kualitas Komponen

Deskripsi Rangking | Bobot | Skor | nilai l i 3
tujuan kebijakan dan 4 10 2 80 | tujuan perikanan tersedia statement tujuan perikanan statement tujuan perikanan
pengelolaan tetapi tidak menganut hanya mengandung sebagian mengandung prinsip-prinsip
perikanan prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip keberlanjutan prikanan
keberlanjutan perikanan keberlanjutan prikanan
mekanisme, jenis dan 7 10 2 140 | tidak ada data the best data available jenis dan kualitas data
kualitas pengumpulan reliable atau menggunakan
data optimal the best scientific
evidence/ data available
kualitas analisis yang 5 10 2 100 | tidak ada analisis ada analisis tetapi menggunakan | analisi tersedia menggunakan
berbasis ilmiah metode yang tidak sesuai dengan | metode yang sesuai dengan
terkait dengan keberlanjutan perikanan kaidah yang terbaik dan
keberlanjutan memperhitungkan prinsip
perikanan kehati-hatian dalam mencapai
keberlanjutan perikanan
ketersediaan rencana 8 10 1 80 | tidak ada RPP yang RPP tersedia dan sudah RPP tersedia sesuai dengan
pengelolaan berbasisi spesies atau ada memiliki kelengkapan dari kelengkapan sistem
perikanan (RPP) RPP tapi belum memiliki sistem pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan dan
kelengkapan sistem tetapi belum didukung oleh didukung oleh peraturan
pengelolaan perikanan peraturan hukum hukum
dukungan multi pihak 6 10 2 120 | tidak ada aktivitas ada aktivitas konsultasi tetapi ada aktivitas konsultasi yang

dilibatkan dalam
keberlanjutan
perikanan

konsultasi dalam
perencanaan dan evaluasi
perikanan

hanya terbatas di kalangan
pemerintah

melibatkan pemerintah, ¢ivil
society dan pengguna
sumberdaya
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Lanjutan Tabel 28.
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implementasi 2 10 20 | tidak ada implementasi RPP hanya ditmplementasikan | RRP diimplementasikan
kebijakan perikanan dari RPP pada beberapa parameter yang | dengan efektif
efektif dan sesuai mutlak harus ada berupa
dengan perencanaan fisheries measure, ucces,
allocation.
alokasi penangkapan 3 10 60 | melebihi JTB tidak melebihi JTB tidak melebihi JTB
adil, tidak melebihi (MEY<JTB<MSY) (MEY<JTB<MSY), adil,
kapasitas, first came first came first served basis
first served
legal adoption terkait 10 10 200 | tidak ada payung hukum parsial: tidak semua kebutuhan | semua kebutuhan legal
dengan formal maupun informal kebijakan pengelolaan formal terpenuhi
keberlanjutan terpenuhi
perikanan
efektifitas dari 9 10 270 | tidak ada kegiatan at least sudah ada regulasi, pengawasan hingga litigasi
keputusan tersebut penegakan hukum belumada implementasi yang dengan pemberian sanksi
optimal, pelaksanaan yang setimpal, penegakan
pengawasan sampai tahap hukum yang efektif untuk
penyidikan mencegah overfishing
efisiensi dan 1 10 30 | instructive governance consultative governance collaborative governance
keberadaan piranti approach approach approach melalui
struktural pendukung pembentukan lembaga
pengelolaan yang formal
Jumlah 1100
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